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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, serta langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik. 

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk menetapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal yang diindikasikan oleh skor PPH.

Secara umum upaya penganekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat tren permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim, adanya efek pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin) sehingga semakin mendorong masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi pangan pokok selain beras menjadi mengkonsumsi beras (padi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yaitu Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Lahirnya program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dilatarbelakangi oleh upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan yang masih mengalami banyak tantangan. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif program untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, disamping banyak program-program lain yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengerahan sumber daya juga harus terukur seimbang dengan solusi pemecahan masalah serta hasil yang dicapai.

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Program KRPL ini dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan. Selain itu, KRPL juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.
Dengan adanya lahan pekarangan yang luas dan memadai di rumah-rumah masyarakat. Masyarakat tersebut akan memanfaatkan pekarangan tersebuat untuk mengaplikasikan program KRPL ini. Berdasarkan hasil penjajagan dan pengamatan yang peneliti lakukan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung peneliti menemukan permasalahan  masih rendahnya Partisipasi Masyarakat terhadap Program KRPL.
Berdasarkan  penjajagan penelitian, peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat kurang optimal hal terlihat dari :
1. Partisipasi Tenaga. Telah kita ketahui bahwa kelompok KRPL sebagian besar anggotanya tidak biasa bercocok tanam atau bertani.
2. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran. Telah kita ketahui bahwa kelompok KRPL angggotanya tidak memiliki kemahiran dalam bidang pertanian. Dalam hal ini Dinas telah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang mendukung terlaksananya KRPL akan tetapi anggota tersebut tidak memiliki rasa kreativitas.
3. Partisipasi Sosial. Telah kita ketahui bahwa anggota KRPL cenderung lebih kekolektivitas tidak mandiri, harus ada dorongan dari pihak lain.
Dari masalah di atas peneliti menduga disebabkan oleh evaluasi kebijakan yang belum diterapkan secara optimal, hal ini terlihat dari :
1. Orientasi masa kini dan masa lampau hal ini dapat dilihat dari, bahwa program KRPL ini di dalam tahun 2012 dan 2013 sudah melakukan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh dinas tersebut dan hasilnya bahwa program KRPL ini masih berjalan dengan lancar dan baik saja karena kelompok dari KWT tersebut masih bersemangat dalam menjalankan program KRPL ini, akan tetapi pada tahun 2014 dan tahun sekarang hasil evaluasi tersebut bahwa program KRPL tersebut mengalami permasalahan dalam implementasi programnya tersebut karena permasalahan tersebut tercipta dari kelompok KWT ini sudah mulai berguguran di setiap kelompoknya dan dapat dikatakan bahwa kelompok KWT ini sudah tidak bersemangat lagi dalam melaksanan program tersebut dikarena banyak beberapa faktor yang mempengaruhi.

2. Dualitas nilai hal ini dapat dilihat dari kondisi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut bahwa ada permasalah yang membuat rancu di dalam program KRPL ini,

a. Yang Pertama, pada awal program terbentuk, dana keluar melalui dinas kemudian dicairkan langsung melalui rekening ketua KWT dan bendahara tentunya atas sepengetahuan dinas, anggaran ini digunakan untuk membuat green house pekarangan lestari, bibit tanaman, tanah pupuk yang sebagian besar disebarkan kepada 30 anggota serta dilakukan pembelian kelengkapan teknis pertanian seperti cangkul, alat penyiram, berbagai jenis alat untuk berkebun, (sebagian diberikan kepada anggota) saat dievaluasi ke anggota banyak anggota yang ggal dalam mengelola KRPL di rumah masing – masing dengan berbagai kendala (tikus, ayam).

b. Yang Kedua, ada permasalahan yang langsung berasal dari anggota-anggta kelompoknya, karena banyak di salah satu daerah yang mengalamai keguguran anggota-anggotanya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mencari alternatif pemecahannya yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian yang berjudul : “KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG” (STUDI KASUS : EVALUASI KEBIJAKAN P2KP, PROGRAM KRPL).

1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana kebijakan partisipasi masyarakat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung?

b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam  kebijakan  partisipasi masyarakat pada Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan?

c. Bagaimana usaha dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KRPL Masyarakat Kota Bandung?

1.3
Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Menemukan data dan informasi yang sebenarnya tentang Kebijakan Partisipasi Masyarakat Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Bandung (Studi Kasus : Evaluasi Kebijakan P2KP, Program KRPL).

b. Mengembangkan data dan informasi yang menjadi hambatan dalam Kebijakan Partisipasi Masyarakat Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Bandung (Studi Kasus : Evaluasi Kebijakan P2KP, Program KRPL).

c. Menerapkan data dan Informasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Kebijakan Partisipasi Masyarakat Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Bandung (Studi Kasus : Evaluasi Kebijakan P2KP, Program KRPL).
1.4 Manfaat  Penelitian

  a.   Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara umumnya, khususnya mengenai Kebijakan Partisipasi Masyarakat Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Bandung (Studi Kasus : Evaluasi Kebijakan P2KP, Program KRPL).

   b.  Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut Kebijakan Partisipasi Masyarakat Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Bandung (Studi Kasus : Evaluasi Kebijakan P2KP, Program KRPL).
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